Organisasi Perburuhan Internasional

N):;Kél )7

STOP Pekerja Anak

Mendukung Hak-hak Anak Melalui Pendidikan, Seni dan Media




K7

STOP Pekerja Anak

Mendukung Hak-hak Anak melalui Pendidikan,
Seni dan Media

Deklarasi dan Konvensi
Internasional

Organisasi Perburuhan Internasional



I SUARAKAN Stop Pekerja Anak

Hak Cipta © Organisasi Perburuhan Internasional 2007
Cetakan Pertama, 2007

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak
Cipta Universal. Meskipun demikian, bagian-bagian singkat dari publikasi-publikasi tersebut dapat diproduksi ulang
tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan
dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzer-
land. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Organisasi Perburuhan Internasional
“SUARAKAN - Stop Pekerja Anak. Mendukung Hak-hak Anak melalui Pendidikan, Seni dan Media”
Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2007

ISBN 978-92-2-820862-7 (print)

978-92-2-820863-4 (pdf)
978-92-2-820864-1 (CD ROM)

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: “SCREAM - Stop Child Labour. Supporting Children’s Rights through Education, the
Arts and the Media”

Jakarta, 2007

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Persatuan
Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada didalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi
International Labour Office mengenai status hukum negara apa pun, wilayah atau teritori atau otoritasnya, atau mengenai
delimitasi batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi dan kontribusi lain yang ditandatangani
merupakan tanggung jawab pengarang seorang, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International
Labour Office atas opini-opini yang terdapat didalamnya.

Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersil dan proses-proses tidak merupakan dukungan dari Interna-
tional Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan
merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung dari
ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui ILO di Jakarta dengan alamat
Gedung Menara Thamrin, Lantai 22, JI. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi baru akan
dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat diatas, atau melalui email: pubvente@ilo.org; jakarta@ilo.org.
Kunjungi situs web kami di: www.ilo.org/publns; www.ilo.org/jakarta.

Desain grafis: International Training Centre ILO, Turin - Italia

Dicetak di Jakarta, Indonesia



DEKLARASI UNIVERSAL
HAK-HAK ASASI MANUSIA

Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB

pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

Mukadimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat
dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian
di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan
perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan
terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan
beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang
tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang
tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman
dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembinaan hubungan bersahabat di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia,
dan pada hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan
mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih
luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam
penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebesan
yang asasi, dengan perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia
dan kebebasan-kebebasan ini hakiki, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut
sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini :

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk
keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap oarng dan setiap
badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan
cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-
hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang
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bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannnya yang
universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh
bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka
dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi
ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran
ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan
internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka,
yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan
yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak
dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara
tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia
berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa
diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang
bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi
semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk
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tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang
dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh
pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya
serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak
bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang
terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau
kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau
internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan
hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran
pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau
hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan
pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan
hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

(1)  Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak
kembali ke negerinya.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri
dari pengejaran.

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-
kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak
hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.
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Pasal 16

(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan,
kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka
mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat
perceraian.

(2)  Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh
oleh kedua mempelai.

(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak
mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk
kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau
kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini
termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima
dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak
memandang batas-batas.

Pasal 20

(1)  Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui
wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2)  Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
negeranya.

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan
dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang
bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan
prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan
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bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan
pengaturan serta sumber daya setiap negara.

1)

2)

3)

(4)

Pasal 23

Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas
syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan
dari pengangguran.

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang
sama.

Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang
memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun
keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi
kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang
layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

1)

(2)

1)

(2)

3)

Pasal 25

Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan
dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan
kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat
menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan
lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak,
baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan
sosial yang sama.

Pasal 26

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-
tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus
diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang,
dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang,
berdasarkan kepantasan.

Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk
mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.
Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara
semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan
Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada
anak-anak mereka.
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1)

(2)
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Pasal 27

Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan
bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu
pengetahuan.

Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril
maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian
yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-
kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

1)

(2)

3)

Pasal 29

Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia
dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya
pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan
kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal
kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh
dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara,
kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan
perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang
termaktub di dalam Deklarasi ini.



KONVENSI HAK-HAK ANAK
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tanggal 20
November 1989

Mukadimah

Negara-Negara Peserta/Penandatangan Konvensi

Mengingat bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinayatakan dalam Piagam PBB, pengakuan
atas martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh
seluruh anggota keluarga manusia, merupakan landasan dari kemerdekaan, keadilan dan
perdamaian di seluruh dunia.

Mengingat bahwa bangsa-bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan lagi dalam
Piagam itu keyakinan mereka pada hak-hak azasi manusia, dan pada harkat dan martabat manusia,
dan berekat meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih
luas,

Menyadari bahwa Peserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Azasi
Manusia dan dalam Perjanjian-Perjanjian Internasionl Hak-Hak Azasi Manusia, telah menyatakan
dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan
didalanmya tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal usul bangsa dan sosial, harta kekayaan,
kelahiran dan status lain,

Mengingat bahwa, dalam Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah menyatakan bahwa kanak-kanak berhak atas perawatan dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang
alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya khususnya anak-anak, harus diberi
perlindungan dan bantuan yang diperlukan agar keluarga mampu mengemban tanggungjawabnya
dalam masyarakat,

Menyadari bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, harus
tumbuh dalam suatu lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian,

Menimbang bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi
dalam masyarakat dan dibesarkan dalam masyarakat dari cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam
PBB, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, toleransi, kemerdekaan,
kebersamaan dan solidaritas, kemerdekaan, kebesamaan dan solidaritas.

Mengingat bahwa perlunya perluasan perawatan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi
Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 dan dalam Dekiarasi Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis
Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Dekiarasi Universal tentang Hak-Hak Azasi Manusia,
dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (khususnya pasal 23 dan 24), dalam
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Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (khususnya pasal 10) dan
dalam ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat yang terkait dan badan-badan khusus dan
organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak,

Mengingat bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, “anak, karena
ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk
penlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah lahir”,

Mengingat ketentuan-ketentuan dan Deklarasi tentang Pninsip-prinsip Sosial dan Hukum yang
terkait dengan Penlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Pengangkatan
Anak dan Adopsi secara Nasional maupun Internasinal, Ketentuan-Ketentuan Minimum PBB yang
Baku bagi Pelaksanaan Penadilan Anak (ketentuan-ketentuan Beijing), dan Deklarasi tentang
Perlindungan terhadap Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata,

Mengakui bahwa, di semua negara di dunia, terdapat anak-anak yang hidup dalam keadaan yang
sangat sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu membutuhkan perhatian khusus,

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya dan setiap bangsa bagi perlindungan
dan pengembangan anak yang serasi,

Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di
setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan
belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa
usia dewasa dicapal lebih awal.

Pasal 2

1.  Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam
Konvensi ini dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk
apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik
atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan,
kelahiran atau status lain dan anak atau dan orangtua anak atau walinya yang sah menurut
hukum.

2. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa
anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada
kedudukan, kegiatan, pendapat yang diekspresikan atau kepercayaan dan orangtua anak,
walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemenintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga
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pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak-anak harus menjadi
pertimbangan utama.

2. Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan
sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak
dan kewajiban orangtua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum
bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini akan mengambil
semua tindakan legislatif dan administratif yang layak.

3. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan
fasilitas-fasilitas yang bertanggungjawab atas perawatan dan perlindungan anak akan
menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama
dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya
maupun pengawasan yang kompeten.

Pasal 4

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah
lain untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sepanjang yang menyangkut hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah seperti
itu secara maksimal dan sumber-sumber yang tersedia dan, bila diperlukan, dalam kerangka
kerjasama internasional.

Pasal 5

Negara-negara Peserta akan menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban para orangtua atau,
dimana dapat diterapkan, para anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang
ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang-orang lain yang secara hukum
bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi arahan dan bimbingan yang
layak kepada anak mengenai penerapan hak-haknya yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara
yang sesuai dengan kemampuan anak.

Pasal 6

1.  Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan.
2. Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang anak.

Pasal 7

1.  Anakakan didaftarkan segera setelah lahir dan berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh
kewarganegaraan dan, sejauh mungkin, berhak mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya.

2. Negara-negara Peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional
dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait
dalam bidang ini, khususnya jika anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 8

1. Negara-negara Peserta berupaya menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya,
termasuk kewarganeganaannya, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diakui oleh
undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
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Manakala anak dirampas sebagian atau seluruh jatidirinya secara tidak sah, Negara-negara
Peserta akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak guna memulihkan kembali

jatidiri anak secara cepat.
Pasal 9

Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari
orangtuanya diluar keinginan anak, kecuali bila pihak yang berwenang yang dapat melakukan
peninjauan kembali menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku,
bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak itu sendiri.
Penetapan demikian mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus seperti kasus yang
melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak yang bersangkutan oleh orangtuanya,
atau kasus dimana kedua orangtua anak hidup berpisah dan suatu keputusan harus diambil
untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut.

Dalam setiap proses hukum sesuai dengan ayat 1 pasal in semua pihak yang berkepentingan
akan diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut dan untuk mengemukakan
pandangan mereka.

Negara-negara Peserta akan menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua
orangtuanya untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua
orangtuanya secara tetap, kecuali bila hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari
anak yang bersangkutan.

Dalam hal pemisahan sedemikian itu merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh
suatu Negara Peserta, seperti penahanan, hukuman penjara, pengasingan, deportasi atau
kematian salah satu atau kedua orangtuanya atau kematian anak itu sendiri (termasuk
kematian karena sebab apapun sementara orang yang bersangkutan dalam perawatan
negara), Negara Peserta, atas permintaan, akan memberikan kepada orangtua, kepada anak
atau, jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan
anggota keluarga yang terpisah itu, kecuali bila pemberian informasi tersebut akan
mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-negara Peserta lebih jauh akan
menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang
merugikan bagi orang atau orang-orang yang bersangkutan.

Pasal 10

Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta berdasarkan pasal 9 ayat 1, permohonan
yang diajukan oleh seorang anak atau orangtuanya untuk memasuki atau meninggalkan
suatu Negana Peserta dengan tujuan untuk penyatuan kembali keluarga, akan ditangani
oleh Negana-negana Peserta dengan cara yang positif, manusiawi dan cepat. Negara-negara
Peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan
membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota keluarga mereka.

Seorang anak yang orangtuanya bertempat tinggal di negara yang berbeda akan berhak
untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara
tetap. Untuk tujuan itu dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta berdasarkan
pasal 9 ayat 1, Negara-negara Peserta akan menghormati hak-hak anak dan hak orangtuanya
untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk
memasuki negaranya. Hak untuk meninggalkan suatu negara hanya tunduk pada pembatasan-
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi
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keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan
kemerdekaan orang lain yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 11

Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah untuk memberantas pemindahan
anak-anak ke luar negeri secara tidak sah atau tidak dapat dikembalikannya anak-anak dari
luar negeri.

Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta akan meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral
atau multilateral atau aksesi terhadap persetujuan-pensetujuan yang sudah ada

Pasal 12

Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak, yang mampu membentuk pandangannya
sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara
bebas dalam semua hal yang menyangkut anak, dan bahwa pandangan anak diberi bobot
sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Untuk tujuan ini, secara khusus anak akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap
proses peradilan dan administratif yang menyangkut anak, baik secara langsung atau melalui
seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum
nasional.

Pasal 13

Anak rnempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini mencakup
kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan
terlepas dari batas wilayah, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk karya seni,
maupun melalui media lain sesuai dengan pilihan anak yang bersangkutan.

Penggunaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini
harus ditentukan oleh undang-undang dan apabila memang diperlukan

a) menghormati hak-hak atau reputasi orang lain; atau

b). Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat.

Pasal 14

Negara-negara Peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani
dan beragama.

Negara-negara Peserta akan menghormati hak dan kewajiban kedua orangtua dan, apabila
sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam
menetapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak.
Kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaannya sendiri hanya tunduk pada
pembatasan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk
melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak azasi
dan kemerdekaan orang lain.

Pasal 15

Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan
berkumpul secara damai.
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Tak ada pembatasan yang dikenakan untuk melakukan hak-hak ini selain yang telah ditetapkan
sesuai dengan undang-undang dan yang diperlukan dalam masyarakat yang demokratis
demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum,
perlindungan kesehatan atau moral masyarakat atau perlindungan hak dan kemerdekaan
orang-orang lain.

Pasal 16

Tidak seorang anak pun dapat menjadi korban campur tangan yang sewenang-wenang atau
tindakan diluar hukum atas kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat
menyurat, ataupun tindakan tindakan diluar hukum terhadap kehormatan dan reputasinya.
Anak berhak atas perlindungan hukum dan campur tangan atau gangguan seperti itu.

Pasal 17

Negara-negara Peserta mengakui fungsi penting media massa dan akan menjamin bahwa anak
dapat memperoleh informasi dan bahan-bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional,
terutama informasi-informasi untuk meningkatkan kehidupan sosial, rohani dan moralnya, serta
untuk kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk ini Negara -negara Peserta akan;

(a)

(b)

(©

(d)

(e)

Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan-bahan yang
bermanfaat dan segi social dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat pasal 29;
Mendorong kerjasama internasional dalam pembuatan, pertukaran dan penyebarluasan
informasi dan bahan bahan seperti itu dari berbagai sumber kebudayaan nasional dan
internasional;

Mendorong pembuatan dan penyebarluasan buku-buku anak;

Mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan
linguistik anak yang termasuk dalam kelompok minonitas atau kelompok pribumi
Mendorong pengembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari
informasi dan bahan bahan yang merugikan bagi kesejahteraan anak, dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan pasal 13 dan pasal 18.

Pasal 18

Negara-negara Peserta akan membuat upaya yang terbaik guna menjamin pengakuan atas
prinsip bahwa kedua orangtua memikul tanggungjawab bersama untuk membesarkan dan
menumbuh kembangkan anak. Orang tua, atau kemungkinan, wali yang sah memikul
tanggungjawab utama untuk membesarkan dan menumbuhkembangkan anak yang
bersangkutan. Kepentingan terbaik dan anak akan menjadi perhatian utama orangtua atau
wali.

Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, Negara-
negara Peserta akan memberi bantuan yang layak kepada orangtua dan wali yang sah dalam
pelaksanaan tanggungjawab membesarkan anak dan akan menjamin pembangunan
lembaga-lembaga, sarana-sarana dan pelayanan untuk perawatan anak.

Negara-negara Peserta akan mengambil segala langkah yang tepat untuk menjamin bahwa
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anak dan orangtua yang bekerja berhak untuk memperoleh manfaat dan jasa perawatan
anak dan fasilitas-fasilitas yang berhak mereka peroleh.

Pasal 19

Negara-negara Peserta akan mengambil langkah langkah legislatif, administratif, sosial dan
pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental,
cedera atau penyalahgunaan, pengabaian atau tindakan penelantaran, perlakuan salah, atau
eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka berada dalam pengasuhan
orangtua, wali yang sah atau setiap orang lain yang merawat anak.

Langkah-langkah perlindungan seperti itu mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk
menyusun program-program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan
mereka yang merawat anak, maupun bentuk-bentuk lain dan pencegahan dan untuk
identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, perawatan dan tindak lanjut dan perlakuan
yang salah terhadap anak seperti diuraikan terdahulu, dan, jika perlu, bagi keterlibatan
pengadilan.

Pasal 20

Seorang anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik sementara maupun tetap, atau
demi kepentingannya yang terbaik tidak dapat terus berada dalam lingkungan itu, berhak
memperoleh perlindungan dan bantuan khusus dan Negara

Negara-negara Peserta, sesuai dengan hukum nasional mereka, menjamin adanya perawatan
alternatif untuk anak seperti pada ayat 1.

Perawatan seperti itu bisa mencakup, antara lain, tempat pengasuhan anak, hukum islam
kafala, adopsi atau jika perlu penempatan dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk
perawatan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, perhatian selayaknya
diberikan pada kesinambungan pengasuhan anak dan berdasarkan pada latar belakang suku
bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa anak yang bersangkutan.

Pasal 21

Negara-negara Peserta yang mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi menjamin bahwa
kepentingan-kepentingan tenbaik anak yang bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling
utama dan negara-negara itu akan:

(a)

(b)

(©

(d)

Menjamin bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh pihak-pihak berwenang yang menetapkan,
sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang
terkait dan terpercaya, bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat status anak sehubungan
dengan keadaan orangtua, keluarga dan walinya yang sah dan, jika diperlukan, orang-orang
yang berkepentingan memberi persetujuannya atas adopsi tersebut berdasarkan nasehat
yang mungkin diperlukan;

Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu sarana alternatif
perawatan anak, jika anak tidak dapat ditempatkan pada keluarga asuh atau keluarga angkat
atau tidak dapat dirawat dengan cara yang tepat di negara asal anak yang bersangkutan;
Menjamin bahwa anak yang diadopsi antar negara memperoleh perlindungan dan norma-
norma yang sama dengan perlindungan dan norma yang berlaku dalam adopsi nasional;
Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam adopsi antar negara
penempatan anak tidak mengakibatkan keuntungan finansial yang tidak benar bagi mereka
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yang terlibat dalam adopsi tersebut;

Bilamana layak, meningkatkan tujuan-tujuan yang dimaksud dari pasal ini dengan
mengadakan peraturan-penaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral,
dan upaya, didalam kerangka ini untuk menjamin bahwa penempatan seorang anak di negara
lain dilaksanakan oleh pihak-pihak atau badan yang berwenang

Pasal 22

Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa
anak yang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai
dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi
maupun tidak didampingi oleh orangtuanya atau orang lain, akan memperoleh perlindungan
dan bantuan kemanusiaan yang layak dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang tencantum
dalam Konvensi ini dan dalam piranti kemanusiaan atau hak-hak azasi internasional lainnya
dimana negara-negara tersebut merupakan Negara Peserta.

Untuk tujuan ini, bila dianggap tepat, Negara-negara Peserta akan mengadakan kerjasama
dalam setiap upaya yang dilakukan PBB dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang
berwenang atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerjasama dengan PBB, untuk
melindungi dan membantu anak-anak dimaksud dan melacak orangtuanya atau anggota
lain dari keluarga setiap anak pengungsi guna memperoleh informasi yang diperlukan bagi
penyatuan kembali dengan keluarganya. Dalam kasus-kasus dimana tidak bisa ditemukan
orangtua atau anggota keluarga lain, anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan
yang sama seperti halnya dengan anak lain yang manapun yang kehilangan lingkungan
keluarganya secara tetap atau sementara karena alasan apapun, seperti dinyatakan dalam
Konvensi ini.

Pasal 23

Negara-negara Peserta mengakui bahwa anak-anak yang cacat fisik atau mental hendaknya
menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam kondisi-kondisi yang menjamin martabat,
meningkatkan pencaya diri dan mempermudah peran-serta aktif anak dalam masyarakat.
Negara-negara Peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan akan mendorong
serta menjamin kelangsungan pemberian, berdasarkan sumber-sumber daya yang tersedia,
kepada anak yang berhak dan mereka yang bertanggung-jawab atas perawatannya, bantuan
yang diminta dan yang layak bagi kondisi anak dan bagi keadaan onangtua atau orang-
orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan.

Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai
dengan ayat 2 dan pasal ini, akan diberikan secara cuma-cuma, bilamana mungkin, dengan
memperhatikan sumbe-sumber keuangan orangtua atau orang-orang lain yang memelihara
anak yang bersangkutan, dan dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak cacat bisa
memperoleh kesempatan dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan,
pelayanan pemulihan, persiapan untuk bekerja dan kesempatan untuk berekreasi dengan
cara yang membantu anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi
sepenuhnya, termasuk pengembangan budaya dan spriritualnya.

Negara-negara Peserta akan meningkatkan, dalam semangat kerjasama internasional,
pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan pencegahan penyakit dan perawatan
medis, psikologis dan fungsional anak-anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses
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terhadap informasi mengenai metoda-metoda pemulihan, pendidikan dan pelayanan-
pelayanan kejuruan, dengan tujuan memberi kemungkinan bagi Negara-negara Peserta untuk
meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan memperluas pengalaman mereka
dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-
kebutuhan negara berkembang.

Pasal 24

Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi
yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-Negara
Peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun yang akan
dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan dimaksud.
Negara-negara Peserta akan mengupayakan pelaksanaan sepenuhnya hak ini dan, khususnya,
akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

(@) Mengurangi kematian bayi dan anak;

(b) Menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk
semua anak dengan menitik beratkan pada pengembangan pelayanan kesehatan dasar;

() Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan
kesehatan dasar, melalui antara lain penerapan teknologi yang mudah diperoleh dan
melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan
mempertimbangkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko pencemaran lingkungan

(d) Menjamin perawatan kesehatan pra dan pasca melahirkan bagi ibu-ibu;

(e) Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, terutama para orangtua dan anak-anak,
diberi informasi, bisa memperoleh pendidikan dan mendapat dukungan dalam
penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat
pemberian air susu ibu (ASI), kebersihan dan penyehatan lingkungan, serta pencegahan
kecelakaan;

(f)  Mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan untuk para orangtua dan
pendidikan serta pelayanan tentang keluarga berencana.

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan
menghapuskan praktek-praktek tradisional yang merugikan kesehatan anak.
Negara-negara Peserta berupaya untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama
internasional untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak yang diakui dalam pasal ini secara
bertahap. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara
berkembang

Pasal 25

Negara-negara Peserta mengakui hak seorang anak yang ditempatkan oleh pihak-pihak yang

berwenang untuk tujuan-tujuan perawatan, perlindungan atau perawatan kesehatan fisik dan
mental, atas suatu tinjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak yang

bersangkutan dan semua keadaan lain yang berkaitan dengan penempatannya itu.

Pasal 26
Negara-negara Peserta akan mengakui hak setiap anak untuk memperoleh manfaat jaminan
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sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-fangkah yang perlu guna
mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka.

Dimana layak, manfaat tersebut hendaknya diberikan dengan memperhatikan sumberdaya
dan keadaan anak dan mereka yang bertanggungjawab atas perawatan anak yang
bersangkutan, disamping pertimbangan lain yang relevan dengan permohonan manfaat
(tunjangan) yang dibuat untuk atau atas nama anak.

Pasal 27
Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi
pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
Orangtua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak memikul tanggungjawab utama
untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan
yang diperlukan bagi pengembangan anak.
Negara-negara Peserta, sesuai dengan kondisi nasional dan dafam batas kemampuan meneka,
akan mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu para orangtua dan orang-
orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini dan bila diperlukan
akan memberi bantuan materi dan program-program pendukung, terutama yang menyangkut
gizi, sandang dan perumahan.
Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin
pemulihan perawatan anak oleh orangtua atau orang-orang lain yang memikul
tanggungjawab keuangan atas anak, baik dan dalam Negara Peserta maupun dan luar negeri.
Khususnya, apabila orang yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak tinggal di suatu
negara yang berbeda dengan negara anak yang bersangkutan, Negara-negara Peserta akan
memberlakukan perjanjian-penjanjian internasional yang sudah diaksesi atau mematuhinya,
dan juga membuat pengaturan lain yang sesuai.

Pasal 28

Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini

secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara Peserta secara

khusus akan:

(@) Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua
anak;

(b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda,
termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk setiap
anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidikan cuma-
cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;

(c) Membuat pendidikan tinggi terjangkau untuk semua anak berdasarkan kemampuan,
dengan semua cara yang layak;

(d) Menyediakan informasi dan bimbingan tentang pendidikan dan kejuruan yang dapat
diakses oleh semua anak;

(e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah
dan penurunan tingkat putus sekolah.

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa
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disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan
sesuai dengan Konvensi ini.

Negara-negara Peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam hal-
hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk membantu menghapuskan
kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah
dan teknis dan metode-metode pengajanan modern. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan
pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

Pasal 29

1. Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada:
(@) Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga
mencapai potensi mereka sepenuhnya.

(b) Pengembangan penghormatan atas hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan hakiki,
serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.

() pengembangan rasa hormat kepada orangtua, indentitas budaya, bahasa dan
nilai-nilainya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal,
berasal, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dan peradabannya sendiri.

(d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang
bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis
kelamin, dan persahabatan antara sesama, kelompok-kelompok etnik, bangsa dan agama
dan orang-orang pribumi.

(e) pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam

2. Tidak ada bagian pasal ini atau pasal 28 yang akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga
mengganggu kebebasan perorangan dan badan-badan untuk membentuk dan mengarahkan
lembaga-lembaga pendidikan yang selalu mematuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam
ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-
lembaga seperti itu akan sesuai dengan standar minimal sebagaimana yang mungkin
ditetapkan oleh negara.

Pasal 30

Di negara-negara dimana terdapat kelompok-kelompok minoritas suku bangsa, agama atau bahasa
atau orang-orang pribumi, seorang anak dan kalangan minoritas atau pribumi seperti itu tidak
akan disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dan kelompoknya,
untuk menikmati budayanya sendiri, untuk melaksanakan ajaran agamanya sendiri, atau
menggunakan bahasanya sendiri

Pasal 31

1.  Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat
dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang
bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

2. Negara-negara Peserta akan menghormati dan meningkatkan hak anak untuk berpartisipasi
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sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan akan mendorong pengadaan peluang-
peluang yang layak dan sama untuk kegiatan budaya, seni, rekreasi dan bersenang-senang.

Pasal 32

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan
dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan
anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau
sosial anak.

2. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah langkah legislatif, administratif dan
pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk mencapal tujuan ini dan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat internasional lain yang terkait,
Negara-negara Peserta secara khusus akan:

(@) Menetapkan usia minimum atau usia-usia minimum untuk memasuki lapangan kerja;
(b) Menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan kondisi kerja;

(c) Menetapkan hukuman-hukuman yang layak atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin
pelaksanaan yang efektif dari pasal ini.

Pasal 33

Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langkah-langkah
legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak dan pemakaian oba-obat
narkotik dan zat-zat psikotropika secara gelap seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian
internasional yang terkait, dan guna mencegah penggunaan anak-anak dalam pembuatan dan
pengedaran secara gelap zat-zat tersebut.

Pasal 34

Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksptoitasi seksual
dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta secara khusus akan
mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

(@) Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak sah;
(b)  Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang
tidak sah;

Pasal 35

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang
layak untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau
dalam bentuk apapun.

Pasal 36
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Negara-negara Peserta akan melindungi anak dari segala bentuk lain eksploitasi yang merugikan
setiap aspek kesejahteraan anak

Pasal 37

Negara-negara Peserta harus menjamin:

(a)

(b)

(©

(d)

Tak seorang anak pun boleh menjalani siksaan atau kekerasan lain, perlakuan atau hukuman
yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati maupun hukuman seumur
hidup tanpa kemungkinan pembebasan tidak akan dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan
yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas tahun;

Tidak seorang anak pun akan kehilangan kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-
wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan
hukum dan hanya akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang
singkat dan layak;

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan
dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan
orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan
dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan
kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan, dan ia berhak mengadakan hubungan
dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam
keadaan-keadaan khusus;

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapat bantuan hukum dan
bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan
kemerdekaan itu didepan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, independen dan
tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hat tersebut

Pasal 38

Negara-negara Peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap
ketentuanketentuan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi anak-anak dalam
konflik-konflik bersenjata.

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna memastikan
bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung
dalam permusuhan.

Negara-negara Peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai
usia lima betas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang
sudah berusia limabelas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun, Negara-
negara Peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang tertua.

Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk
melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, Negara-negara Peserta akan
mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan perawatan
terhadap anak-anak yang terkena akibat suatu konflik bersenjata.

Pasal 39

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan
fisik dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari: setiap
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bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman
atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; konflik-konflik bersenjata.
Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang
membantu pengembangan kesehatan, harga diri dan martabat anak.

Pasal 40

1.  Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai
telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang
konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat dan nilai dirinya, hal mana
memperkuat sikap menghargai anak pada hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan hakiki
orang-orang lain, dengan memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan
reintegrasi anak dan pelaksanaan peran yang konstruktif dan anak dalam masyarakat.

2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat
internasional yang relevan, Negara-negara Peserta, secara khusus, akan menjamin bahwa:

a.  Tak seorang anakpun akan disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-
undang hukum pidana karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh
hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;

b.  Setiap anak yang disangka sebagai atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum
pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut:

(i) Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum;

(i) Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya,
dan, jika layak, melalui orangtua atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan
hukum atau bantuan lain yang layak dalam mempersiapkan dan pengajuan
pembelaannya;

(i) Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang,
independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan dalam suatu pemeriksaan
yang adil sesuai dengan undang-undang, dengan bantuan hukurn atau bantuan lain
yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak,
khususnya, dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua atau walinya yang
sah;

(iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau untuk mengakui kesalahan; untuk
memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang membenarkan dan untuk
memperoleh partisipasi dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak
berdasarkan persamaan hak;

(v) Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap
tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya dapat ditinjau kembali oleh penguasa atau
badan peradilan yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak
sesuai undang-undang;

(vij Memperoleh bantuan cuma-cuma dan penerjemah bahasa jika anak tidak dapat
memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;

(vii) Dihormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses hukum.

3. Negara-negara Peserta akan berupaya untuk meningkatkan penetapan undang-undang,
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proses peradilan, pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku

untuk anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui tetah rnelanggar undang-undang hukum

pidana, dan khususnya:

(@) Penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia dibawahnya akan dianggap
tidak memiliki kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana;

(b) Bilamana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti
itu tanpa melalui proses hukum, asalkan hak-hak azasi manusia dan perlindungan hukum
sepenuhnya dihormati,

4.  Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan peraturan pengawasan; konseling;
masa percobaan; pengasuhan anak; program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan
dan alternatif-alternatif lain hingga lembaga pemeliharaan anak, akan disediakan guna
menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka dan
seimbang dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 41

Tak satupun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih
kondusif terhadap perwujudan hak-hak anak dan yang mungkin termuat dalam:

(@) Hukum dan Negara Peserta; atau
(b)  Hukum Internasional yang berlaku di Negara iu.

BAGIAN II

Pasal 42

Negara-negara Peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini
diketahui secara luas oleh orang dewasa dan juga anak-anak, melalui cara yang tepat dan aktif.

Pasal 43

1.  Untuk tujuan mengetahui kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Peserta dalam
mewujudkan kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam Konvensi ini, akan dibentuk suatu
Komite Hak-Hak Anak yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan kemudian.

2. Komite akan terdiri dan sepuluh ahli yang bermoral tinggi dan diakui sebagai pakar dalam
bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-negara
Peserta mereka sebagai perorangan, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang
adil dan sistem-sistem hukum yang utama.

3.  Para anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari sebuah daftar orang-orang yang
dicalonkan oleh Negara-negara Peserta. Masing-masing Negara Peserta dapat mencalonkan
seorang warganegaranya.

4. Pemilihan awal untuk Komite akan diadakan tidak lebih dan enam bulan setelah tanggal
diberlakukannya Konvensi ini dan selanjutnya setiap tahun kedua. Setidaknya empat bulan
sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal PBB akan mengirimkan surat kepada Negara-
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negara Peserta untuk menyerahkan nama calon-calon mereka dalam waktu dua bulan.
Sekretaris Jenderal kemudian akan menyiapkan suatu daftar dalam urutan abjad nama-nama
calon yang dinominasikan, yang menunjukkan Negara-negara Peserta yang mencalonkan
mereka, dan menyerahkan daftar tersebut kepada Negara-negara Peserta Konvensi ini.
Pemilihan akan diadakan pada pertemuan-pertemuan Negara-negara Peserta dalam sidang
yang dipimpin oteh Sekeretaris Jenderal di markas besar PBB. Pada pertemuan-pertemuan
ini, untuk mana diperlukan kehadiran dua pertiga dan Negara-negara Peserta guna mencapai
kuorum, orang-orang yang dipilih menjadi anggota Komite adalah mereka yang memperoleh
jumlah suara terbanyak dan mutlak dari para wakil Negara-negara Peserta yang hadir dan
memberikan suaranya.

Para anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka akan dapat dipilih kembali
jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima anggota yang dipilih dalam pemilihan pertama akan
berakhir untuk masa dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kelima
anggota ini akan dipilih melalui undian oleh pimpinan sidang.

Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan
bahwa karena suatu sebab lain ia tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas Komite, Negara-
negara Peserta yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli lain dari
warganegaranya untuk bertugas selama sisa masa tugas tersebut, dengan syarat mendapat
persetujuan Komite.

Komite akan menetapkan ketentuan-ketentuan atau prosedurnya.

Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun.

Pertemuan-pertemuan Komite secara normal akan diadakan di Markas Besar PBB atau di
tempat lain yang sesuai, sebagaimana ditetapkan oleh Komite. Komite secara normal akan
bertemu setiap tahun. Lamanya pertemuan-pentemuan Komite akan ditentukan dan ditinjau
kembali, jika perlu, dalam suatu pertemuan Negara-negara Peserta Konvensi ini, dengan
syarat mendapat persetujuan Sidang Umum.

Sekertaris Jendral PBB akan menyediakan staf dan sarana yang diperlukan bagi efektivitas
pelaksanaan fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini

Dengan persetujuan Sidang Umum, para anggota Komite yang dibentuk berdasarkan Konvensi
ini akan menerima honorarium dari sumber-sumber PBB berdasarkan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan oteh Sidang Umum.

Pasal 44

Negara-negara Peserta berupaya untuk menyerahkan pada Komite, melalul Sekretaris Jenderal

PBB, laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setujui yang berpengaruh

terhadap hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini dan mengenai kemajuan yang telah dicapai

dalam pelaksanaan hak-hak tersebut:

(@) Dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi bagi Negara Peserta yang
bersangkutan;

(b) Setelah itu setiap tima tahun.

Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan pasal ini akan menunjukan faktor-faktor dan
kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban
berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan juga akan mengandung informasi yang memadai
untuk melengkapi Komite dengan suatu pengertian yang luas mengenai pelaksanaan Konvensi
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di negara yang bersangkutan.

Negara Peserta yang telah menyerahkan suatu laporan awal yang luas kepada Komite tidak
perlu mengulangi informasi dasar yang sudah diberikan sebelumnya dalam laporan-laporan
berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayat 1 (b) dan pasal ini.

Komite dapat meminta kepada Negara-negara Peserta informasi lebih jauh yang relevan
dengan pelaksanaan Konvensi.

Setiap dua tahun sekali Komite akan menyerahkan laporan-laporan mengenai kegiatannya
kepada Sidang Umum, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

Negara-Negara Peserta akan menyediakan laporan-laporan mereka secara luas kepada
masyarakat umum di negara-negara mereka sendiri.

Pasal 45

Untuk mengembangkan pelaksanaan yang efektif (dan Konvensi) dan mendorong kerja sama
internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini:

(a)

(b)

(©

(d)

Badan-Badan khusus, UNICEF, dan badan-badan PBB lainnya berhak untuk diwakili dalam
mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam lingkup mandat
mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, UNICEF, dan badan-badan lain
yang berwenang bila dianggap layak untuk memberi nasihat ahli mengenal pelaksanaan
Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing.
Komite dapat mengundang badan-badan khusus, UNICEF, dan badan-badan PBB lainnya
untuk menyampaikan laporan mengenal peltaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang
termasuk dalam lingkup kegiatan mereka,

Bila dianggap layak Komite akan mengirimkan kepada badan-badan khusus, UNICEF, dan
badan-badan lain yang berwenang, setiap laporan dari Negara-negara Peserta yang memuat
permintaan, atau mengindikasikan kebutuhan akan nasihat atau bantuan teknis, bersama
dengan hasil pengamatan dan saran-saran Komite, jika ada, mengenai permintaan atau
indikasi-indikasi tersebut.

Komite dapat merekomendasikan kepada Sidang Umum untuk meminta kepada Sekretanis
Jenderal untuk melakukan, atas nama mereka, studi-studi mengenai masalah-masalah khusus
yang terkait dengan hak-hak anak.

Komite dapat memberi saran-saran dan rekornendasi-rekomendasi umurn berdasarkan
informasi yang ditenima sesual dengan pasal 44 dan 45 dan Konvensi ini. Saran-saran dan
rekomendasi-rekomendasi umum tersebut itu akan dikirimkan kepada setiap Negara Peserta
yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Sidang Umum, bersama dengan tanggapan-
tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Peserta.

BAGIAN III
Pasal 46

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oteh semua Negara.

Pasal 47

Konvensi ini perlu diratifikasi oleh negara-negara yang bersangkutan. Perangkat-perangkat ratifikasi
akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.
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Pasal 48

Konvensi ini akan tetap terbuka untuk aksesi oleh setiap negara. Perangkat-perangkat untuk aksesi
akan disimpan oleh Sekretaris Jendenal PBB.

Pasal 49

1. Konvensi ini akan berlaku pada hari yang ketigapuluh sesudah tanggal penyimpanan dari
keduapuluh perangkat-perangkat ratifikasi dan aksesi oteh Sekretanis Jenderal PBB.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi setelah penyimpanan
keduapuluh perangkat-perangkat ratifikasi atau aksesi, Konvensi akan berlaku pada hari
ketigaputuh sejak penyimpanan perangkat ratifikasi atau aksesi oleh negara yang
bersangkutan.

Pasal 50

1.  Setiap Negara Peserta dapat mengusulkan suatu amendemen, dan menyampaikannya kepada
Sekretaris Jenderal PBB, Setelah itu Sekretaris Jenderal akan memberitahukan amendemen
yang diusulkan tersebut kepada Negara-negara Peserta, dengan permintaan agar mereka
menunjukkan apakah mereka menginginkan suatu konferensi Negara-negara Peserta untuk
mempertimbangkan dan mernungut suara atas usulan-usulan itu. Jikalau, dalam waktu empat
bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut, setidaknya sepertiga dari Negara-negara Peserta
memilih konferensi, Sekretanis Jenderal akan melaksanakan suatu konferensi bantuan PBB.
Setiap amendemen yang disetujui oleh mayoritas Negara-negara Peserta yang hadir dan
memberi suara pada konferensi akan diserahkan kepada Sidang Umurn untuk persetujuannya.

2. Suatu amendemen yang disetujui sesuai dengan ayat 1 pasal ini akan berlaku bila tetah
disetujui oleh Sidang Umum PBB dan diterima oleh mayoritas dua pertiga Negara-negara
Peserta.

3. Bila suatu amendemen sudah berlaku ini akan mengikat semua Negara-negara Peserta yang
telah menerimanya, Negara-negana Peserta yang lain tetap terikat oleh pasal-pasal dan
Konvensi ini dan oleh setiap amendemen terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 51

1.  Sekretanis Jenderal PBB akan menerima dan mengedarkan kepada semua Negara teks
reservasi yang diajukan negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi.

2. Suatu reservasi yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak diperkenankan.

3. Reservasi-reservasi dapat ditarik kembali setiap saat dengan pemberitahuan mengenai hal
itu kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian akan memberitahukannya kepada semua
Negara. Pemberitahuan seperti itu akan berlaku pada tanggal diterima oleh Sekretanis Jenderal
PBB.

Pasal 52

Suatu Negara Peserta dapat menolak Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris
Jenderal PBB. Penolakan seperti itu akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya penolakan
itu oleh Sekretaris Jenderal PBB.
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Pasal 53

Sekretaris Jenderal PBB ditugaskan sebagai penyimpan Konvensi ini.

Naskah asli dari Konvensi ini, dengan teks dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Rusia dan Spanyol
yang sama otentiknya, akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Sebagal saksi yaitu para wakil negara-negara, yang secara sah diberi kuasa dan wewenang untuk
bertindak oleh negara mereka masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

Pasal 54

Dengan ini saya nyatakan bahwa teks di atas adalah copy asli dari Konvensi Hak-Hak Anak, yang
disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, naskah
asli disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang dinyatakan dalam
Konvensi yang sah untuk ditandatangani.

Atas nama Sekretaris Jenderal
Legal Counsel: Carl-August Fleischhauer
Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York 19 Desember 1989
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KONVENSI ILO NO. 138
MENGENAI
USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah
bertemu dalam sidangnya yang kelima puluh delapan pada tanggal 6 Juni 1973, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai usia minimum untuk diperbolehkan
masuk kerja, yang tercantum dalam butir keempat dari agenda sidang, dan

Memperhatikan syarat-syarat dari Konvensi Usia Minimum (industri) tahun 1919, Konvensi Usia
Minimum (laut) tahun 1920, Konvensi Usia Minimum (pertanian) tahun 1921, Konvensi Usia Minimum
(penghias dan juru api) tahun 1921, Konvensi Usia Minimum (pekerjaan non industri) tahun 1932,
Konvensi (revisi) Usia Minimum (laut) tahun 1936, Konvensi (revisi) Usia Minimum (pekerjaan non
industri) tahun 1937, Konvensi Usia Minimum (nelayan) tahun 1959 dan Konvensi Usia Minimum
(kerja di bawah tanah) tahun 1965, dan

Menimbang bahwa telah tiba waktunya untuk menetapkan suatu naskah umum mengenai hal itu,
yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada
sektor ekonomi yang terbatas, dengan tujuan untuk seluruhnya menghapus pekerja anak, dan

Setelah menetapkan bahwa naskah ini harus berbentuk Konvensi internasional,

menerima pada tanggal 26 Juni 1973 Konvensi di bawah ini yang dapat disebut Konvensi Usia
Minimum tahun 1973:

Pasal 1

Setiap Anggota terhadap siapa Konvensi ini berlaku menanggung untuk menempuh suatu
kebijaksanaan nasional yang dibentuk untuk menjamin dihapuskannya kerja anak secara efektif
dan untuk secara progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja atau bekerja
sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental
sepenuhnya dari orang muda.

Pasal 2

1.  Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini, dalam suatu pernyataan yang dilampirkan
pada ratifikasinya, harus menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja atau
bekerja dalam wilayahnya dan pada alat pengangkutan yang terdaftar dalam wilayahnya,
tergantung pada Pasal 4 sampai 8 Konvensi ini, tidak seorang pun di bawah umur yang
ditetapkan di situ diperbolehkan masuk kerja atau bekerja dalam suatu jabatan;

2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini selanjutnya dapat memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dengan pernyataan lebih lanjut, bahwa ia
telah menetapkan usia minimum, yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan sebelumnya;
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Usia minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini, tidak boleh
kurang dari usia tamat sekolah wajib dan paling tidak tidak boleh kurang dari 15 tahun;
Tanpa mengindahkan ketentuan ayat 3 Pasal ini, suatu Anggota yang ekonomi dan fasilitas
pemerintahannya tidak cukup berkembang, setelah berkonsultasi dengan organisasi
pengusaha dan buruh yang bersangkutan jika yang demikian itu ada, sebagai permulaan
dapat menetapkan usia minimum 14 tahun;

Setiap Anggota yang telah menetapkan usia minimum 14 tahun sesuai dengan ketentuan
ayat terdahulu, di dalam laporannya mengenai pelaksanaan Konvensi ini yang disampaikan
berdasarkan pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, harus menyatakan -
(@) bahwa alasan yang menyebabkan dia berbuat demikian masih terus ada;

(b) bahwa ia melepaskan haknya untuk menggunakan ketentuan tersebut mulai suatu
tanggal yang dinyatakan.

Pasal 3

Usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja, yang karena
sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin
membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18
tahun.

Jenis pekerjaan atau kerja terhadap mana ayat 1 Pasal ini berlaku, harus ditetapkan dengan
undang-undang atau peraturan nasional atau oleh penguasa yang berwenang, setelah
berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, jika yang demikian
itu ada.

Tanpa mengindahkan ketentuan ayat 1 Pasal ini, undang-undang atau peraturan nasional
atau penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan
buruh yang bersangkutan, jika yang demikian itu ada, dapat memperbolehkan orang muda
berusia 16 tahun ke atas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan dan moral
orang muda yang bersangkutan cukup dilindungi dan bahwa orang muda itu telah menerima
pelajaran atau latihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Sejauh mana diperlukan, maka penguasa yang berwenang setelah berkonsultasi dengan
organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, jika yang demikian itu ada, dapat
mengecualikan dari berlakunya Konvensi ini jenis pekerjaan atau kerja yang terbatas, dalam
hubungan mana berlakunya Konvensi ini menimbulkan masalah yang khas dan berat.
Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini dalam laporannya yang pertama mengenai
pelaksanaan Konvensi yang disampaikan berdasarkan pasal 22 dari Konstitusi Organisasi
Perburuhan Internasional, harus memberikan daftar dari setiap jenis yang telah dikecualikan
menurut Ketentuan ayat 1 Pasal ini, harus memberikan alasan mengapa dikecualikan, dan
dalam laporan berikutnya harus menyatakan kedudukan hukum dan praktek di negerinya
terhadap jenis yang dikecualikan itu, dan sampai berapa jauh Konvensi ini telah diberlakukan
atau telah diusulkan untuk diberlakukan terhadap jenis tersebut.

Pekerjaan atau kerja yang dicakup dalam Pasal 3 Konvensi ini tidak boleh dikecualikan dari
pelaksanaan Konvensi menurut Pasal ini.
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Pasal 5

Anggota yang ekonomi dan fasilitas pemerintahannya tidak cukup berkembang, setelah
berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, jka yang demikian
itu ada, dapat pada permulaan membatasi ruang lingkup berlakunya Konvensi ini.
Setiap Anggota yang mempergunakan ketentuan ayat 1 Pasal ini, dalam suatu pernyataan
yang dilampirkan pada ratifikasinya, harus memperinci cabang kegiatan ekonomi atau jenis
perusahaan terhadap mana ketentuan Konvensi ini akan diberlakukan olehnya.
Ketentuan Konvensi ini harus berlaku sebagai minimum bagi yang berikut : pertambangan
dan penggalian; pabrik, bangunan, listrik, gas dan air, jasa kebersihan, pengangkutan,
pergudangan dan perhubungan, serta perkebunan dan perusahaan pertanian lainnya yang
terutama menghasilkan untuk maksud perdagangan, akan tetapi megecualikan perusahaan
keluarga dan kecil yang menghasilkan untuk konsumsi lokal dan tidak secara teratur
mempergunakan tenaga bayaran.

Setiap Anggota yang membatasi ruang lingkup berlakunya Konvensi ini sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal ini -

(@) harus menunjukkan dalam laporannya sesuai dengan pasal 22 Konstitusi Organisasi
Perburuhan Internasional, kedudukan umum tentang pekerjaan dan kerja orang muda
dan anak-anak dalam cabang kegiatan yang dikecualikan dari ruang lingkup berlakunya
Konvensi ini dan setiap kemajuan yang mungkin telah dicapai ke arah pelaksanaan yang
lebih luas dari ketentuan Konvensi ini.

(b) dapat setiap waktu secara formal memperluas ruang lingkup berlakunya itu dengan
suatu pernyataan yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan
Internasional.

Pasal 6

Konvensi ini tidak berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anak dan orang muda di sekolah

untuk pendidikan umum, kejuruan atau teknik atau di lembaga pelatihan lain, atau bagi pekerjaan
yang dilakukan oleh orang muda yang sekurang-kurangnya berusia 14 tahun dalam perusahaan,

dimana pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh penguasa yang

berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan,
jika yang demikian itu ada, dan merupakan bagian integral dari -

(a)

(b)

(©

suatu kursus pendidikan atau pelatihan yang penanggung jawab utamanya adalah suatu
sekolah atau lembaga pelatihan;

suatu program pelatihan yang untuk sebagian besar atau seluruhnya dilakukan dalam suatu
perusahaan, yang telah disetujui oleh penguasa yang berwenang; atau

suatu program bimbingan atau orientasi yang bertujuan untuk mempermudah pemilihan
suatu jabatan atau suatu jurusan pelatihan.

Pasal 7

Undang-Undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan dipekerjakannya atau bekerjanya
orang-orang berusia 13 sampai 15 tahun dalam pekerjan-pekerjaan yang -
(@) kiranya tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka;
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(b) tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah,
mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan yang dibenarkan oleh karena mereka
dapat menarik keuntungan dari pelajaran yang diterima.

Undang-Undang atau peraturan nasional dapat juga mengizinkan dipekerjakannya atau
diterimanya orang yang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun, untuk bekerja akan tetapi
belum menyelesaikan pendidikan sekolah wajib dalam pekerjaan yang telah memenuhi
pesyaratan yang ditetapkan dalam sub ayat (a) dan (b) ayat 1 Pasal ini.

Penguasa yang berwenang harus menetapkan kegiatan dimana pekerja atau kerja dapat
diizinkan berdasarkan ayat 1 dan 2 Pasal ini dan harus menetapkan jumlah jam kerja selama
mana dan dalam kondisi bagaimana pekerjaan atau kerja semacam itu dapat dilakukan.
Tanpa mengindahkan ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini, Anggota yang telah menyatakan
mempergunakan ketentuan ayat 4 Pasal 2, selama masih menghendaki terus melakukan
demikian dapat menggantikan usia 12 dan 14 tahun untuk usia 13 dan 15 tahun dalam ayat
1 dan usia 14 tahun usia 15 tahun dalam ayat 2 Pasal ini.

Pasal 8

Setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, jika yang
demikian itu ada, penguasa yang berwenang dengan izin yang diberikan untuk tiap keadaan
tersendiri, memperbolehkan pengecualian larangan pekerjaan atas kerja sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, untuk maksud seperti turut serta dalam kegiatan
kesenian.

Izin yang diberikan seperti itu harus membatasi lamanya jam kerja dan harus menetapkan
kondisi dimana pekerjaan atau kerja itu diperbolehkan.

Pasal 9

Segala tindakan yang perlu, termasuk penentuan hukuman yang setimpal, harus diambil
oleh penguasa yang berwenang untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari ketentuan
Konvensi ini.

Undang-Undang atau peraturan nasional harus menetapkan orang-orang yang bertanggung
jawab atas ditaatinya ketentuan yang memberlakukan Konvensi ini.

Undang-Undang atau peraturan nasional atau penguasa yang berwenang harus menetapkan,
daftar dan dokumen lain yang harus dipelihara dan disediakan oleh pengusaha, daftar dan
dokumen seperti itu harus memuat nama-nama dan usia atau tanggal lahir, sedapat mungkin
dibuat dengan keterangan yang sah, dari orang yang dipekerjakan olehnya atau yang bekerja
untuknya dan yang berusia kurang dari 18 tahun.

Pasal 10

Konvensi ini merevisi, menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini, Konvensi Usia
Minimum (Industri), tahun 1919, Konvensi Usia Minimum (Laut), tahun 1920, Konvensi Usia
Minimum (Pertanian), tahun 1921, Konvensi Usia Minimum (penghias dan juru api), tahun
1921, Konvensi Usia Minimum, (Pekerjaan Non-Industri), tahun 1932, Konvensi (Revisi) Usia
Minimum (Laut), tahun 1936, Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Industri), tahun 1937, Konvensi
(Revisi) Usia Minimum (Pekerjaan Non-Industri), tahun 1937, Konvensi Usia Minimum (Nelayan)
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tahun 1959, dan Konvensi Usia Minimum (Pekerjaan Di bawah Tanah) tahun 1965.

Mulai berlakunya Konvensi ini tidak menutup kemungkinan untuk diratifikasinya Konvensi

(Revisi) Usia Minimum (Laut), tahun 1936, Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Industri) tahun

1937, Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Nelayan), tahun 1959, Konvensi Usia Minimum

(Pekerjaan Dibawah Tanah) tahun 1965.

Konvensi Usia Minimum (Industri), tahun 1919, Konvensi Usia Minimum (Laut), tahun 1920,

Konvensi Usia Minimum (Pertanian), tahun 1921, dan Konvensi Usia Minimum (penghias dan

juru api), tahun 1921, akan ditutup untuk ratifikasi selanjutnya, jika semua pihak yang telah

meratifikasinya telah setuju untuk menutupnya dengan jalan meratifikasi Konvensi ini atau
dengan suatu pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan

Internasional.

Jika kewajiban Konvensi ini telah diterima -

(@) oleh Anggota yang tadinya telah meratifikasi Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Industri)
tahun 1937, dan telah menetapkan Usia Minimum tidak kurang dari 15 tahun menurut
ketentuan Pasal 2 Konvensi ini, maka itu berarti pembatalan Konvensi itu pada saat itu
juga karena hukum,

(b) dalam hal pekerjaan non-industri sebagai yang ditetapkan dalam Konvensi Usia Mini-
mum (Pekerjaan Non-Indusri), tahun 1932, oleh Anggota yang tadinya telah meratifikasi
Konvensi itu, maka itu berarti pembatalan Konvensi itu pada saat itu juga karena hukum,

(c) dalam hal pekerjaan non-industri sebagai yang ditetapkan dalam Konvensi (Revisi) Usia
Minimum (Pekerjaan Non-Industri), tahun 1937, oleh Anggota yang tadinya telah
meratifikasi Konvensi itu, dan telah menetapkan usia minimum tidak kurang dari 15
tahun berdasarkan Pasal 2 Konvensi ini, maka itu berarti pembatalan segera Konvensi
itu pada saat itu juga karena hukum,

(d) dalam hal pekerjaan maritim, oleh Anggota yang tadinya telah meratifikasi Konvensi
(Revisi) Usia Minimum (Laut), tahun 1936, dan telah menetapkan usia minimum tidak
kurang dari 15 tahun berdasarkan Pasal 12 Konvensi ini atau Anggota itu menetapkan
bahwa Pasal 3 Konvensi ini berlaku bagi pekerjaan maritim, maka itu berarti pembatalan
Konvensi itu pada saat itu juga karena hukum,

(e) dalam hal pekerjaan maritim, oleh Anggota yang tadinya telah meratifikasi Konvensi
Usia Minimum (Nelayan), tahun 1959, dan telah menetapkan usia minimum tidak kurang
dari 15 tahun berdasarkan Pasal 2 Konvensi ini atau Anggota itu telah menetapkan bahwa
Pasal 3 Konvensi ini berlaku bagi pekerjaan maritim, maka itu berarti pembatalan Konvensi
itu pada saat itu juga karena hukum,

(f) oleh Anggota yang telah meratifikasi Konvensi Usia Minimum (Pekerjaan di bawah Tanah),
tahun 1965, dan telah menetapkan usia minimum menurut Pasal 2 Konvensi yang tidak
kurang dari usia minimum yang ditetapkan berdasarkan Konvensi itu atau Anggota itu
menetapkan bahwa usia itu berlaku bagi pekerjaan di bawah tanah dalam pertambangan
berdasarkan Pasal 3 Konvensi itu pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu
Konvensi ini mulai berlaku.

Penerimaan kewajiban Konvensi ini -
(@) berarti pembatalan Konvensi Usia Minimum (Industri), tahun 1919, sesuai dengan Pasal
12 Konvensi itu;
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(b) dalam hal pertanian berarti pembatalan Konvensi Usia Minimum (Pertanian) tahun 1921,
sesuai dengan Pasal 9 Konvensi itu;

(c) dalam hal pekerjaan maritim berarti pembatalan Konvensi Usia Minimum (Laut), tahun
1920, sesuai dengan Pasal 10 Konvensi itu, dan Konvensi Usia Minimum (penghias dan
juru api), tahun 1921, sesuai dengan Pasal 12 Konvensi itu;

Jika dan pada waktu Konvensi ini mulai berlaku.

Pasal 11

Ratifikasi formal dari Konvensi ini harus diberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan
Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 12

1. Konvensi ini mengikat hanya para Anggota Organisasi Perburuhan Internasional, yang
ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.

2. Konvensi ini mulai berlaku duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota
didaftarkan pada Direktur Jenderal.

3. Selanjutnya, Konvensi ini mulai berlaku untuk semua Anggota duabelas bulan setelah
ratifikasinya terdaftar.

Pasal 13

1.  Anggotayang telah merafitikasi Konvensi ini dapat mencabutnya setelah berakhirnya sepuluh
tahun sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi, dengan suatu ketentuan yang disampaikan
kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan
itu tidak akan berlaku sebelum lewat satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.

2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan, dalam tahun berikutnya setelah
berakhirnya masa sepuluh tahun sebagai tersebut dalam ayat terdahulu, tidak
mempergunakan haknya untuk pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, akan
tetap terikat untuk masa sepuluh tahun lagi dan, sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi
ini pada waktu berakhirnya setiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum
dalam pasal ini.

Pasal 14

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada semua
Anggota Organisasi Perburuhan Internasional mengenai pendaftaran semua ratifikasi dan
pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.

2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi mengenai pendaftaran ratifikasi
kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota
Organisasi akan tanggal mulai berlakunya Konvensi.
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Pasal 15

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, keterangan lengkap mengenai semua ratifikasi keterangan dan pembatalan yang
didaftarkannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal yang terdahulu.

Pasal 16

Pada waktu-waktu yang dianggap perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus
menyampaikan sebuah laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konvensi Umum, dan
harus meneliti apakah peninjauan kembali seluruh atau sebagian Konvensi ini perlu dimasukkan
dalam agenda Konperensi.

Pasal 17

1.  Apabila Konperensi menerima sebuah Konvensi baru yang mengubah Konvensi ini seluruhnya
atau sebagian, maka, kecuali Konvensi yang baru itu menetapkan lain -
(a) ratifikasi Konvensi revisi baru itu oleh Anggota berarti pembatalan Konperensi ini pada
saat itu juga, karena hukum tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 13 di atas, jika dan
pada waktu Konvensi revisi yang baru itu mulai berlakuy;

(b) sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi baru yang telah diubah itu Konvensi ini tidak
akan terbuka lagi untuk ratifikasi oleh Anggota.

2. Bagaimanapun juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi seperti yang asli
bagi Anggota yang telah meratifikasinya dan tidak meratifikasi Konvensi yang baru.

Pasal 18

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.
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KONVENSI ILO NO. 182

MENGENAI

PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundang ke Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional dan setelah
mengadakan sidangnya yang ke 87 pada tanggal 1 Juni 1999, dan

Menimbang, perlunya menyetujui instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk melarang dan
menghapuskan bentuk-bentuk terburuk kerja anak, sebagai prioritas utama untuk aksi nasional
dan internasional, termasuk kerja sama dan bantuan internasional, untuk melengkapi Konvensi
dan Rekomendasi yang berkenaan dengan Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, 1973,
yang merupakan instrumen dasar tentang kerja anak, dan

Menimbang, bahwa penghapusan secara effektif bentuk-bentuk terburuk kerja anak memerlukan
tindakan segera dan komprehensif, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dasar secara
cuma-cuma dan kebutuhan untuk membebaskan anak-anak dari segala bentuk terburuk kerja
anak itu dan untuk mengupayakan rehabilitasi dan integrasi sosial mereka dengan memperhatikan
kebutuhan keluarga mereka, dan

Mengingat, resolusi mengenai penghapusan kerja anak yang diterima oleh Konferensi Perburuhan
Internasional pada sidangnya yang ke 83 pada tahun 1996, dan

Memperhatikan, bahwa kerja anak kebanyakan diakibatkan oleh kemiskinan dan bahwa penyelesaian
jangka panjang terletak pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menuju kearah
kemajuan sosial, khususnya penanggulangan kemiskinan serta wajib belajar, dan

Mengingat Konvensi mengenai Hak Anak yang diterima oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-
bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan

Mengingat, Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya,
yang diterima oleh Konferensi Perburuhan International pada sidangnya yang ke 86 pada tahun
1998, dan

Mengingat, bahwa beberapa bentuk terburuk kerja anak telah diatur oleh instrumen internasional
lainnya, khususnya Konvensi Kerja Paksa, 1930 dan Konvensi Tambahan Perserikatan Bangsa-bangsa
mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga-lembaga serta Praktek-
praktek Perbudakan atau Sejenis Perbudakan, 1956, dan,

Setelah memutuskan untuk menerima usulan-usulan tertentu yang berkaitan dengan kerja anak,
yang merupakan butir keempat dalam agenda acara sidang, dan;



36

SUARAKAN Stop Pekerja Anak

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk konvensi internasional;

menyetujui pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan, konvensi ini, yang dapat disebut Konvensi Bentuk-bentuk Terburuk Kerja Anak, 1999.

Pasal 1

Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efekti untuk

menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang
mendesak

Pasal 2

Dalam konvensi ini, istilah "anak”berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Pasal 3

Dalam konvensi ini, istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian:

(a)

(b)

(©

(d)

segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan
perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja,
termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik
bersenjata;

pemanfaatan, penyediaan atau pena-waran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi,
atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk
produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internsional
yang relevan;

pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan
kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Pasal 4

Jenis-jenis pekerjaan yang disebut dalam pasal 3 (d) wajib diatur oleh undang-undang atau
peraturan nasional, atau oleh pihak yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi
pengusaha dan pekerja terkait, dengan mempertimbangkan standar internasional yang
relevan khususnya paragraf 3 dan paragraf 4 dari Rekomendasi mengenai Bentuk -bentuk
Terburuk Kerja Anak, 1999.

Pihak yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja
terkait, wajib mengidentifikasi tempat-tempat jenis pekerjaan itu berada.

Daftar jenis pekerjaan yang disebutkan dalam paragraf 1 pasal ini wajib dikaji ulang secara
berkala dan direvisi bilamana perlu, melalui konsultasi dengan organisasi pengusaha dan
pekerja terkait.

Pasal 5

Setiap anggota, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, wajib membuat
atau menetapkan mekanisme yang sesuai untuk memantau pelaksanaan ketentuan yang membuat
konvensi ini berlaku.
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Pasal 6

1.  Setiap anggota wajib merancang dan melaksanakan program aksi untuk menghapuskan
bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai prioritas.

2. Program-program aksi itu wajib dirancang dan dilaksanakan melalui konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan memperhatikan
pandangan kelompok-kelompok terkait lainnya sebagaimana perlunya.

Pasal 7

1.  Setiap Anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan agar
ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan
secara efektif, termasuk ketentuan dan penerarapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain
sebagaimana perlunya.

2. Setiap Anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam
menghapuskan kerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan terikat waktu untuk: .

(@) mencegah pengunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak;

(b) memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak
dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;

(c) menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma, dan bila mungkin dan sesuai;
pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk terburuk
kerja anak;

(d) mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak beresiko khusus; dan
(e) memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.

3.  Setiap anggota wajib menunjuk pihak berwenang yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang memberlakukan Konvensi ini.

Pasal 8

Anggota wajib mengambil langkah yang sesuai untuk membantu satu sama lain dalam
memberlakukan ketentuan konvensi ini melalui peningkatan kerja sama dan/atau bantuan
international termasuk dukungan pembangunan sosial dan ekonomi, program-program penang-
gulangan kemiskinan, dan wajib belajar.

Pasal 9

Ratifikasi resmi konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan
Internasional untuk didaftar.

Pasal 10

1.  Konvensi ini mengikat hanya bagi anggota Organisasi Perburuhan Internanasional yang
ratifikasinya telah didaftar oleh Direktur Jenderal.

2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua anggota
Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftar oleh Direktur Jendral.

3. Selanjutnya, konvensiini akan berlaku bagi setiap anggota dua belas bulan setelah ratifikasinya
didaftar.
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Pasal 11

Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dapat membatalkannya, setelah melampaui
waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal konvensi ini mulai berlaku, dengan
menyampaikan keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk
didaftar. Pembatalan ini tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
Setiap anggota yang telah merati- fikasi konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun
setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut diatas
tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam pasal ini, akan terikat untuk
sepuluh tahun lagi, dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya
tiap-tiap masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 12

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib memberitahukan kepada segenap
anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua pengesahan dan
pembatalan yang disampaikan oleh Anggota Organisasi.

Pada saat memberitahukan kepada anggota organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua
yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib meminta perhatian anggota organisasi
mengenai tanggal mulai berlakunya konvensi ini.

Pasal 13

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan pada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan pasal 102 Piagam Perserikatan
Bangsa-bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut
ketentuan pasal-pasal tersebut diatas.

Pasal 14

Pada waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional wajib

menyampaikan kepada konferensi, laporan mengenai pelaksanaan konvensi ini dan wajib
mempertimbangkan perlunya mengagendakan dalam konvensi, perubahan konvensi ini seluruhnya
atau sebagian.

Pasal 15

Jika konferensi menyetujui konvensi baru yang memperbaiki konvensi ini secara keseluruhan

atau sebagian, kecuali konvensi baru menentukan lain, maka:

(a) ratifikasi oleh anggota atas konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum berarti
pembatalan atas konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 diatas, jika
dan bilamana konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;

(b) terhitung sejak tanggal berlakunya konvensi baru yang memperbaiki, konvensi ini
dinyatakan tertutup untuk ratifikasi oleh Negara Anggota. ;

Bagi anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini tetapi belum meratifikasi Konvensi yang
merivisi Konvensi ini, maka Konvensi ini tetap berlaku sesuai dengan bentuk dan isi aslinya.

Pasal 16

Naskah konvensi ini baik yang tertulis dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Perancis sama-
sama memiliki kekuatan dan wewenang hukum.
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